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NOMOR 12 TAHUN2002 



8.Undang-undang . 

b. bahwa dalam rangka penlngkat.an kualltas pelayanan dlbldang perlzlnan 
usaha lndustrl dan perdagangan berdasarkan peUmpahan kewenangan yang 
telah dltet.apkan perlu dlsempumakan; 

c. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud pada huruf a dan 
. b, perlu membuat Peraturan Daerah tent.ang Retrlbusl Izln Usaha Dlbldang 

Industrl dan Perdagangan; 

1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tent.ang Pembentukan Kabupaten 
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambl dan Kabupaten 
TanJung Jabung llmur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903); 

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerlntahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara 
Nomor 3839); 

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pldana 
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3209); 

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tent.ang WaJlb Daftar Perusahaan 
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3214); 

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tent.ang Perseroan Terbat.as 
(Lembanm Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3587); 

6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tent.ang Usaha KecU (Lembaran 
Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611); 

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tent.ang Perimbangan Keuangan 
, Antara Pemerlntah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 

BUPAnTEBO, 
: a. bahwa semua Jenls Usaha. yang telah menjadl kewenangan Pemerlntah 

Daerah Kabupaten Tebo per1u pembtnaan, pengembangan, pengendallan 
maupun pengaturan; 

DENGAN R.AHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

R!TRIBUSI IZIN USA.HA DIBIDANG INDUSTRI DAN 
PERDAGANGAN 

TENTANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO 
NOMOR 12 TAHUN 2002 

Menglngat 

Menlmbang 

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO 

. ---~~ 



K. Badan .. 

h. Dlnas Perlndustrlan Perdagangan dan Koperasl adalah Dlnas Perlndustrlan, Perdagangan dan 
Koperasl Kabupaten Tebo. 

I. Kepala Dlnas adalah Kepala Dlnas Perlndustrian Perdagangan dan Koperasl Kabupaten .Tebo. 

J. PeJabat adalah Pegawal yang dlbert tugas t.ertentu di Bldang Retrlbusl sesual dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 

f. Oinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo. 

g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tebo. 

c. Bupati adalah Bupati Tebo. 

d. Wakll Bupatl adalah Wakll Bupatl Tebo. 

e. Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah adalah DPRO Kabupaten Tebo sebagai Sadan Legislatif 
Daerah. 

Dalam Peratunm Daerah lnl yang dlmaksud dengan : 
a. Daerah adalah Kabupaten Tebo. 

b. Pemerint.ah Daerah adalah Kepala Oaerah besert:a perangkat Daerah otonom yang lain sebagai 
Badan eksekutlf Daerah. 

Pasal 1 

Ml!MUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG RETRIBUSI IZIN 
DIBIDANG INDUSTRJ DAN PERDAGANGAN 

BABI 

KET!NTUAN UMUM 

DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO 

Oengan persetujuan 

8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang­ 
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retrlbusl Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4048); 

9. Peraturan Pemerlntah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kltab 
Undang-undang Hukum Pldana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 

10. Penrturan Pemerlntah Nomor 25 Tahun 2000 t.entang Kewenangan 
Pemerlntah dan Kewenangan Proplnsl sebagal Daerah ot.onom (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor S4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

11. Keputusan Preslden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnlk Penyusunan 
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan 
Pemerlntah dan Rancangan Keputusan Preslden (Lembaran Negara 
Tahun1999 Nomor 70); 
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y. penyelldlkan . 

o. Surat Izln Usaha Perdagangan (SIUP) adalah lzln yang dlperlukan bagl orang atau perusahaan 
dagang untuk melaksanakan keglatan dlbldang perdagangan. 

p. Wajlb Reb'lbusl adalah orang prlbadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan 
retrlbusl dlwajlbkan untuk melakukan pembayaran retrlbusl. 

q. Masa Retrlbusl adalah suatu jangka atau waktu t.ertentu yang merupakan batas waktu bagl 
Wajlb Retrlbusl untuk mernamfaatkan Izln Usaha Industrl atau Surat Tanda Datar Industrl dan 
Surat Izin Usaha Perdagangan. 

r. Surat Pendaftaran Objek Retrlbusl Daerah yang selanjutnya dapat dlslngkat SPDORD, adalah 
surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melapork.an data Objek Retribusi dan Wajib 
Retrlbusl sebagal dasar perhltUngan dan pembayaran retrlbusl yang terutang rnenurut 
peraturan perundang-undangan retrfbusl daerah. 

s. Surat Ketetapan Retrlbusl Daerah yang selanjutnya dapat dlslngkat SKRD, adalah surat 
keputusan yang menentukan besamya jumlah retribusi yang terutang. 

t. Surat Ket.etapan Retrlbusl Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat dlslngkat 
SKRDKBT, adalah surat k.eputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang 
t.elah ditet.apkan. 

u. Surat Ket.et.apan Retrlbusl Daerah Leblh Bayar yang setanJutnya dapat dlslngkat SKRDLB, 
adalah surat keputusan yang menentukan jumlah keleblhan pembayaran retrlbusl karena 
Jumlah kredlt retrlbusl leblh besar darl pada retrlbusl yang terutang atau tldak seharusnya 
terutang. 

v. Surat Taglhan Retrlbusl Daerah yang selanjutnya dapat dlslngkat SlRD, adalah surat untuk 
melakukan tagihan retribusi dan at.au sanksi administrasi berupa bunga dan atau Oenda. 

w. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 

x. Pemerlksaan adatah serangkalan keglat.an untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah dat.a 
dan at.au k.eterangan lainnya dalam rangka pengawasan k.epatuhan pemenuhan kewajiban 
retrlbusl daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retrlbusl daerah. 

n. Surat Izin Usaha Industri (SIUI) dan atau Surat Tanda Daftar Industri (STDI) adalah izin yang 
diperlukan bagi orang dan atau perusahaan industri untuk metaksanakan kegiatan dibidang 
lndustrl. 

k. Sadan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan satu kesatuan balk yang 
melakukan usaha maupun yang tldak melakukan usaha yang meHputl Perseroan Terbatas, 
Perseroan Komandlter, Perseroan latnnya, Badan Usaha Mlllk Negara atau Daerah dengan 
nama dan datam bentuk apapun, Arma, Kongsl, Koperasl, Dana-Penslun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organlsaslmasa, organlsasl soslal, polltlk atau organlsasl yang sejenls, 
lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lalnnya. 

I. Perseorangan adalah orang atau perseorangan yang berusaha dlbldang keglatan lndustri dan 
perdagangan. 

m. Retrlbusl Perlzlnan Tertentu adalah Retrtbusl atas keglatan tertentu Pemerlntah Daerah dalam 
rangka pemberlan Surat Izln Usaha Industrl (SIU!) dan atau Surat Tanda Daftar Industrt 
(STDI) DAN Surat Jzin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada orang pribadi atau badan yang 
dlmaksudkan untuk pemblnaan, pengaturan, pengendallan dan pengawasan atas keglatan 
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas 
t.ertentu guna meJindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 
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(7) SRJL. . 

( 4). SIUI, SIDI dan SIUP diterbitkan oleh Bupatl atau PeJabat yang dltunJuk ; 

(5). SIUI, STDI dan SIUP berlalw selama 5 (Hrna) t.ahun dan dapat diperpanjang kembali 
selambat-lambatnya 30 (tlga puluh) hart sebetum masa berlakunya berakhlr ; 

(6). SIUI, STDI dan SIUP yang diterbitkan oleh Kanwil Departemen Perindusbian dan 
Perdagangan Proplnsl Jambl maupun oleh Dlnas PERINDAGKOP Kabupaten Bungo Tebo, 
berkewajiban untuk menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini ; 

- Kecll 

- Menengah 

- Besar 

Terdlrl: 

(2). Setlap orang at.au badan usaha yang melaksanakan keglatan usaha dlbldang lndustrt yang 
nllal lnvestaslnya Rp 200.000.000,- keat.as (mesln dan Peralatan) tldak t.ennasuk nllal tanah 
dan bangunan tempat usaha wajib memHlki SIUI ; 

(3). Setlap orang at.au hlldan usaha yang melaksanakan keglatan usaha dlbldang perdagangan 
yang .besamya modal dlsetor dan kekayaan berslh (netto) Rp 20.000.000,- keatas wajlb 
memiliki SRJP ; 

( 1 ). Setlap orang at.au badan usaha yang melaksanakan keglatan usaha dlbldang lndustrt yang 
nllal lnvestaslnya Rp 10.000.000,- sampai dengan Rp 200.000.000,- (mesln dan peralatan) 
tidak termasuk nilal tanah dan bangunan tempat usaha wajib memilikl STD! ; 

Pasal 5 

BAB Ill 

PERIDNAN 

SubJek Retrlbusl adalah orang prlbadl atau badan. 

Pasal 4 

Objek Retrlbusl adalah Surat Izln Usaha Industrt (SIUI) atau Surat Tanda Daftar Industrt (SIDI) 
dan Surat Izln Usaha Perdagangan (SIUP). 

Pasal 3 

Retrlbusl Daerah atas pemberlan IUI atau SIDI dan SIUP kepada orang prlbadl atau badan untuk 
memberikan perlindungan dan legalit.as keglatan usaha di bldang industri dan perdagangan dalam 
Kabupaten Tebo dengan nama Retribusi Izin Usaha dibidang industrl dan Perdagangan. 

NAMA, OBJl!K DAN SUBJl!K RETRJBUSI 

Pasal 2 

· BABII 

y. Penyelldikan tldak pldana dlbidang retrlbusl daerah adalah serangkalan tlndakan yang 
dllakukan oleh Penyldlk Pegawai Negerl Slpll yang selajutnya dapat disebut penyldlk, untuk 
mencar serta mengumpulkan bukti yang dengan buktl ttu membuat t.erang pldana di 
bldang retrlbusl daerah yang terjadl serta menemukan tersangkanya. 



BAB IV . 

(1). Untuk memperoleh SIUI dan STDI sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dan (2) pasal s, 
pemohon rnengaJukan pennohonan kepada Bupatt dlsertal materal tempel secukupnya 
dengan rnelamplrkan : 
a. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
b. Copy Akte pendlrlan perusahaan (blla berbentuk badan hukum) 
c. Copy Surat Jzln Tempat Usaha (SmJ) / HO darl Bupatl 

·d. Copy NPWP/NPWPD 
e. Daftar mesln peralatan 
f. Daftar kebutuhan pemakaian bahan baku dan bahan penolong 
g. Phas photo Ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga)lernbar 
h. Surat Pemynt.aan Pengelolaan Llngkungan (SPPL) bagl usaha lndustrl yang berlslko 

terhadap pencemaran llngkungan. 

(2). Untuk memperoleh SIUP sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) pasal 5, pemohon dan 
mengajukan dan menglsl formullr dlsertal materal tempel secukupnya dengan melamplrkan : 
A. Untuk Badan Usaha yang berbentuk PT 

a. Copy Akte Notarls tentang pendlrian perusahaan. 
b. Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dail Menterl Kehakirnan. 
c. Copy KTP Pemlllk/Dlrektur ut.ama/Penanggung Jawab perusahaan. 
d. Copy NPWP. 
e. Copy SITU dan HO. 
f. Neraca awal perusahaan. 

B. Untuk Sadan Usaha bed)entuk KOJ)lraSI 
a. Copy akte pendlrlan koperasl yang telah rnendapatkan pengesahan darl lnst.anst 

berwenang. 
b. Copy KTP Pemimpin/Penanggung jawab Koperasi. 
c. Copy NPWP/NPWPD. 
d. Copy SmJ dan HO. 
e. Neraca awal perusahaan. 

c. Untuk Sadan Usaha berbentuk Persekutuan (CV/Firma) 
a. Copy akta pendlrlan perusahaan/akta notarls yang t.elah dldaft.artcan pada 

Pengadllan Negerl. 
b. Copy KTP pemlllk/Penanggung jawab perusahaan. 
c, Copy NPWP/NPWPD. 
d. Copy srru dan HO. 
e. Neraca awal perusahaan. 

D. Untuk Badan Usaha berbentuk perorangan 
a. Copy KTP pemHlk/Penanggung Jawab perusahaan. 
b. Copy NPWP/NPWPD. 
c, Copy SITU/HO. 
d. Neraca awal perusahaan. 

(3). Sebelum $IlJI/STDI dit.erbltkan, melalul petugas khusus yang dltunjuk oleh Bupatl untuk 
mengadakan pemeriksaan kelokasi perusahaan guna mernastikan keabsahan persyaratan dan 
membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP); 

(4). Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak dlterirnanya secara lengk.ap dan benar 
sesuai dengan yang dlpersyaratkan dalam pengurusan SIUI/SlDI, Bupatiwajlb menerbitkan 
SilJI atau STDI. 

(7). SIUI, STDI dan SIUP dlnyatakan tldak berlaku, apablla 3 {tlga) bulan tldak rnenjalankan 
keglatan dan. atau perusahaan rnenghentikan keglat.an usahanya. 

Pasal 6 



BAB VII •••••••••••••••• 

(1). Prlnslp dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tarlf retrlbusl dlgolonglam 
berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan berupa perizinan indusbi maupun perdagangan 
sesual dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku ; 

(2). Besar t.arlf retrfbusl perlzlnan sebagalmana dlmaksud pada ayat ( 1) dlt:etapkan dan 
digolongkan sebagal berikut: 
a. Usaha Industri yang nilai investasinya (mesin peralatan) tidak termasuk tanah dan 

bangunan sebesar kurang darl Rp 50.000.000,- dlkenakan retrlbusl sebesar Rp 100.000,- 
b. Usaha Industrl yang nllal lnvestaslnya ( mesln peralatan )tldak tennasuk tanah dan 

bangunan sebesar Rp 50.000.000,- sampal dengan Rp 200.000.000,-dlkenakan retrlbusl 
sebesar Rp 150.000,- 

c. Usaha Industrl yang nllal lnvestaslnya (mesln peralatan) tldak termasuk tanah dan 
bangunan dlatas Rp 200.000.000,- sampal dengan Rp 600.000.000,- dlkenakan retrlbusl 
sebesar Rp 250.000,- 

d. Usaha Industrl yang nllal lnvestaslnya (mesln peralatan) tldak termasuk tanah dan 
bangunan leblh darl Rp 600.000.000,- sampal dengan Rp 1.000.000.000,- di kenak.an 
retribusi sebesar Rp 350.000,- 

e. Usaha Perdagangan yang nllal lnvestaslnya ( modal dan kek.ayaan) bersih tldak termasuk 
t.anah dan bangunan tempat usaha sampai dengan Rp 200.000.000,- dikenakan retribusi 
sebesar Rp 50.000,- 

f. Usaha Perdagangan yang nllal lnvestaslnya (modal dan kekayaan) berslh tldak termasuk 
tanah dan bangunan tempat usaha diatas Rp 200.000.000,- sampal dengan Rp 
500.000.000,- dik.enakan retribusi sebesar Rp 100.000,- 

g. Usaha Perdagangan yang nllal lnvestaslnya (modal dan kekayaan) berslh tldak termasuk 
tanah dan bangunan tempat usaha leblh darl Rp 500.000.000,- sampal dengan Rp 
1.000.000.000,- dlk.enak.an retrlbusl Rp 250.000,- 

(3). Retrlbusl sebagalmana dlmalcsud pada ayat (2) pasal lnl dlsetork.an k.e Kas Daerah melalul 
Bendaharawan Khusus Penerlma Dtnas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo, selambat­ 
lambatnya 2x24 Jam. 

Pasal 9 

PRINSIP DAN SASARAN DAI.AM PENETAPAN 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

BAB VI 

llngkat penggunaan jasa dlukur berdasarkan besamya nllal lnvestasl yang tldak termasuk tanah 
dan bangunan untuk keglatan lndustri, dan at.au berdasarkan nilal invest.as! yang meliputi modal 
dan kekayaan bersih perusahaan yang bersangkutan. 

Pasal 8 

BAB V 

CARA MENGUKUR nNGKAT PENGGUNAAN JASA 

Retrlbusl Izln Usaha dlbldang lndustrl dan perdagangan dlgolongkan sebagal retrlbusl perlzlnan 
tertentu. 

Pasal 7 

GOLONGAN RETRJBUSI 

BAB IV 



BAB· )(1 ••••••••••••••••••••• 

(3). Bentuk, isl, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dltetapkan dengan keputusan Bupatl. 

(1). Berdasarkan SPdORO sebagalman dlmaksud pasal 13 ayat (1) dltet:apkan retrlbusl terutang 
dengan menerbltkan SKRD atau dokumen lain yang dlpersamakan ; 

(2). Apablla berdasarkan hasd pemerlksaan dan dttemukan data baru dan atau data yang semula 
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah rebibusi yang terutang, maka 
dikeluarkan SKRDKBT ; 

Pasal 14 

PENETAPAN RETRIBUSI 

BAB X 

(1). Wajlb Retrlbusl wajlb menglsl SPdORD; 

(2). SPdORD sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) harus dllsl dengan Jelas, benar dan lengkap 
serta dltanda tanganl oleh Wajlb Retrlbusl atau kuasanya; 

(3). Bentuk, Isl, serta tata cara penglslan dan penyampalan SPdORD sebagalrnana dlmaksud pada 
ayat (1) dltetapkan dengan keputusan Bupatl. 

Pasal 13 

BAB IX 

SURAT PENDAFTARAN 

Saat terutangnya retrlbusl adalah pada saat dlterbltkannya SKRD atau dokumen lain yang 
dlpersamakan. 

Masa Retrlbusl adalah jangka waktu yang lamanya 5 {Hrna) tahun 

Pasal 12 

Pasal 11 

BAB VIII 

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Retrlbusl Surat Izln Usaha Industrl atau Surat Tanda Pendaftaran Industrl dan atau Surat Izln 
Usaha Perdagangan dlpungut di wUayah Kabupaten Tebo. 

Pasal 10 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

B.AB VII 

··------ 



Pasal 19 

(1). Wajlb Retribusl dapat mengajukan keberatan hanya kepada ,Bupati at.au pejabat yang 
dltUnjuk at.as SKRD atau dokumen laln yang dlpersamakan, SKROKBT dan SKRDLB ; 

(2). Keberatan dlajukan secara tertulls dalam Bahasa Indonesia dengan dlsertal alasan-alasan 
yang Jelas ; · 

(3). Dalam hal Wajlb Retrlbusl mengaJukan keberatan at.as ketetapan .retrlbust, WajlbRetrlbusl 
harus dapat membuktlkan ketldak benaran ketetapan retrlbusl tersebut ; 

( 4). Keberatan .. 

KEBERATAN 

BAB XV 

(1). Retribusl berdasarkan SKRD atau dokumen laln yang dipersamalmn, SKRDKBT, STRD dan 
Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retrfl?usl yang harus dlbayar 
bertambah, yang tldak atau kurang dlbayar oleh waJlb retrtbust dJtaglh oleh Bupatl atau 
peJabat yang ditUnJuk ; · 

(2). Penaglhan retrlbusl sebagalmana dlmaksud ayat (1) pasal 1n1: dllaksanakan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 18 

TATA CARA PENAGIHAN 

(1). Pembayaran retrtbusl yang terutang harus dllunasl sekallgus; 
(2). Retrlbust yang terutang dUunasl selambat"'"lambatnya 15 (Hrna belas) harl sejak dlterbltkannya 

SKRD atau dokumen lain yang dlsamakan, SKRDKBT dan STRD. . · , ' 

BAB .XIV 

Pasal 17 

TATA CARA PEMSAYARAN' 

BAB XIII 

Dalam hal wajib retribusl tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang rnemba~r, dikenakan 
sanksi administrasi sebesar 2 % setiap bulan dari retribusiyang terutang1atau,kuran~dibayar dan 
dltaglh dengan menggunakan STRD. ' 

Pasal 16 

SANKSI ADMINISTRASI 

BAB XII 

( 1 ). Pemungut.an Retrlbusi tldak dapat dlborongkan at.au dltenderkan ; 

(2). Retrlbusi dlpungut dengan SKRD at.au dokumen lain yang dlpersamatJan dan SKRDKBT. 

Pasal 15 

TATA CARA PEMUNGUTAN . 

BAB Xl 



(1). Pennohonan pengembalian keleblhan pembayaran retlibusi dlajukan secara t.ertulis kepada 
Bupatl dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : 
a. Nama dan alamat WaJlb Retrlbusl ; 
b. Masa retrlbusl; 
c. Besamya keleblhan pembayaran ; 
d. Alasan yang slngkat dan Jelas. 

(2). Pennohonan pengemballan keleblhan pembayaran retrlbusl dlsampalkan secara langsung 
atau melalul pos tercatat ; 

(3). Buktl penerimaan oteh Pejabat Daerah atau buktl penglrlman pos tercatat merupakan buktl 
tercatat saat permohonan dlterlma oleh Bupatl. 

( 1 ). Atas keleblhan pembayaran retribusl, Wajlb Retribusl dapat mengaJulam permohonan 
pengemballan kepada Bupatl, dan pennohonan tersebut harus dlputuskan paling lambat 1 
( satu) bulan setelah pennohonan dlajukan ; 

(2). Apablla jangka waktu sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) telah dllampaul dan Bupatl tldak 
memberikan sesuatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dlanggap 
dlkabulkan dengan SKRDLB harus dlterbltbn dalam Jangka waktu paling lama 1 { satu) bulan; 

(3). Apabila Wajib Rebibusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi 
sebagalmana dlmalcsud pada ayat (1) langsung diperhltungkan untuk melunasl terleblh 
dahulu utang retrlbusi tersebut ; 

( 4). ApabRa pengemballan keleblhan pembayaran retribusl dllakukan set.elah lewat Jangka waktu 
2 ( dua) bulan, Bupatl memberlkan lmbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen) sebulan atas 
keterlambatan pembayaran keleblhan retrlbusl. 

Pasal 22 

Pasal 21 

PENG!MBAUAN Kl!LEBIHAN PEMBAYARAN 

BAB XVI 

(1). Bupatl dalam Jangkn waktu pallng lama 3 (tlga) bulan sejak tnnggal surat keberatan dlterlrna 
harus memberlkan keputusan atas keberat.an yang dlajukan ; 

(2). Keputusan Bupatl atas keberatan dapat berupa menenma seluruhnya atau sebaglan, 
menolak, at.au menambah besamya reb1busl yang terut.ang ; 

(3). Apabtla Jangka waktu sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupatl tldak 
memberlkan sesuatu keputusan, keberat.an yang dlajukan tersebut dlanggap dlkabulkan. 

Pasal 20 

(5). Keberat.an yang tldak memenuhl persyarat.an sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dan (3) 
tldak dlanggap sebagal surat keberatan, sehlngga tldak dlpertlmbangkan ; 

(6). Pengajuan keberatan tldak menunda kewajlban membayar retribusl dan pelaksanaan 
penaglhan retrlbusl. 

( 4). Keberatan harus dlaJukan dalam waktu paling lama 2 ( dua) bulan sejak tanggal SKRD atau 
dokumen laln yang dlpersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB dlterbltkan, kecuall apablla Wajlb 
Retrtbusl tertentu dapat menunjukkan bahwa Jangka waktu ltu tldak dapat dlpenuht karena 
keadaan dlluar kekuasaannya ; 



d. Memerlksa . 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan 
tlndak pldana dlbldang Retribusl Daerah ; 

a. Menertma, mencarl, mengumpulkan dan menelltl keterangan atau laporan berkenaan 
dengan tlndak pldana dlbldang Retrlbusl Daerah agar keterangan at.au laporan tersebut 
menjadi lengkap dan jelas ; 

b. Menelltl, mencarl dan mengumpulkan keterangan mengenal orang pribadl atau badan 
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi 
Daerah; 

(1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerint.ah Daerah diberi wewenang 
khusus sebagal penyldlk untuk melakukan penyldlkan tlndak pldana dtbldang Retrlbust 
Daerah sebagalmana dlmaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pldana ; 

(2). Wewenang penyldlk sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) adalah: 

Pasal 26 

PENYIDIKAN 
BAB XX 

(1). Hak untuk melakukan penaglhan retrlbusl, kadaluwarsa setelah melampaul Jangka waktu 3 
(tlga) t.ahun terhltung seJak terut.angnya retrtbusl. 

(2). Kadaluwarsa penaglhan retrlbusl sebagatmana dtmaksud pada ayat (1) tertangguh apablla: 
a. Dlterblkannya Surat Teguran; at.au 
b. Ada pengakuan ut.ang retrlbusl darl WaJlb Retrlbusl balk langsung maupun tldak langsung. 

Pasal 25 

BAB XVIII 

KADALU\VARSAPENAGIHAN 

(1). Bupati dapat memberlkan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusl; 
(2). Pemberlan pengurangan, kerlnganan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan WaJlb Retrlbusl; antara laln untuk mengangsur; 

(3). Tata cara pengurangan, kerlnganan dan pembebasan retrlbust dltetapkan dengan Keputusan 
Bupatl. 

Pasal 24 

PENGURANGAN, KERINGANGAN DAN PEMBEBASAN RETRJBUSI 

BAB XVII 

(1). Pengemballan keleblhan retrlbusl dllakukan dengan menerbltkan Surat Perlntah Membayar 
Keleblhan retrfbusl oleh Bupati ; 

(2). Apablla keleblhan pembayaran retrlbusl dlperhltungkan dengan hutang retrlbusl lalnnya, 
sebagalmana dlmaksud dalam pasal 21 ayat ( 4), pembayaran dllakuk.an dengan cara 
pemtndahbukuan Juga berlaku sebagat buktl pembayaran. 

Pasal 23 



Pasal 29 .. 

Hal-hal yang belum cukup dlatur dalam Peraturan Daerah lnl, sepanjang mengenal teknls 
pelaksanaannya akan dlatur leblh lanjut rnelalul keputusan Bupatl. 

Pasal 28 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB XXI 

(1). Wajlb Retrlbusl yang tldak melaksanakan kewaJlbannya sehlngga meruglkan keuangan 
Daerah dlancam pldana kurungan paHng lama 6 (enam) bulan at.au denda sebanyak­ 
banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); 

(2). Tindak pldana sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) pasal lnl adalah pelanggaran. 

Pasal 27 

KET!NTUAN PIDANA 

BAB XIX 

(3). Penyldlk, sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) memberltahukan dlmulalnya penyldlkan dan 
menyampalkan hasll penyldlkannya kepada Penuntut Umum, sesual ket.entuan yang dlatur 
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pldana. 

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang 
retrlbusl daerah menurut hukum yang dapat dlpertanggung Jawabkan. 

J. Menghentlkan penyldlkan; 

I. Memanggll orang untuk dldengar keterangannya dan dlpertksa sebagal tersangka atau 
saksl; 

h. Memotret sesorang yang berkaltan dengan tlndak pldana retrlbusl Daerah; 

g. Menyuruh berhentl dan atau melarang seseorang menlnggalkan ruangan atau tempat 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau 
dokumen yang dlbawa sebagalmana dlrnaksud pada huruf c ; 

f. Memlnt.a bantuan tenaga ahll dalam rangka pelaksanaan tugas penyldlkan Undak pldana 
dibidang Retribusi Daerah; 

e. Melakukan penggeledahan untuk rnendapatkan bahan buktl pembukuan, pencatatan, dan 
dokumen-dokumen laln, serta melakukan penyltaan terhadap barang buktl tersebut ; 

d. Memerlksa lagt buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen laln berkenaan 
dengan Undak pldana dlbldang RetrlbusJ Daerah ; 



LEMBARAN DAERAH .l(ABUPATEN TEBO 
TAHUN 2002 NOMOR 12 

H.DARKUTNI 

Dlundangkan di Muara Tebo 
pada tanggal 21 No~mber 2002 

Agar setlap orang dapat menget.ahulnya, memertnt.ahkan pengundangan Peraturan Daerah lnl 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo. 

Dlsahkan di Muara Tebo 
pada t.anggal 18 Nopember 2002 

Peraturan Oaerah lnl mulal berfaku pada t.anggal dlundangkan. 

Pasal 29 



n, PEN.JELASAN PASAL DEMI PASAL. 
Pasal 1 Cukup Jelas 
Pasal 2 Cukup Jelas 
Pasal 3 Cukup Jelas 
Pasal 4 Cukup Jelas 
Pasal 5 Cukup Jelas 
Pasal 6 Cukup Jelas 
Pasal 7 Cukup Jelas 
Pasal 8 Cukup Jelas 
Pasal . 9 Cukup Jelas 
Pasal 10 Cukup Jelas 
Pasal 11 CUkup Jelas 
Pasal 12 Cukup Jelas 
Pa$81 13 Cukup Jelas 
Pasal 14 Cukup Jelas 
Pasal 15 Cukup Jelas 
Pasal 16 Cukup Jelas 
Pasal 17 Cukup Jelas 
Pasal 18 Cukup Jelas 
Pasal 19 Cukup Jelas 
Pasal 20 Cukup Jelas 
Pasal 21 Cukup Jelas 
Pasal 22 Cukup Jelas 
Pasal 23 Cukup .Jelas 
Pasal 24 . Cukup Jelas 
Pasal 25 Cukup Jelas 
Pasal 26 Cukup Jelas 
Pasal 27 Cukup Jelas 
Pasal 28 Cukup Jelas 
Pasal 29 Cukup Jelas 

Penetapan Peraturan Daerah lnl dlharapkan dapat memberlkan kontrlbusl terhadap 
sumber pemasukan Pendapat AsU Daerah (PAD) dan pada glUrannya berrnanfaat bagl 
pemblayaan Pemerintah serta Pembangunan Daerah Kabepaten Tebo. 

Guna mewujudkan hal tersebut, dlpertukan adanya perangkat hukum yang rnampu 
memberlkan perlindungan terhadap dunia usaha seperti dibidang Industri dan Perdagangan 
dalam bentuk penrturan Oaerah Kabupaten Tebo. 

I. PEN.JELASAN UMUM. 
Dalam rangka Penyelenggaraan Otonoml Daerah secara luas, nyata dan bertanggung 

Jawab sesual dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan 
keuangan pemerlntah pusat dan Daerah. Pertu dlslkapl secara posltlf dan pro aktlf, 

RETRIBUSI IZIN USAHA DIBIDANG INDUSTRJ DAN Pl!RAGANGAN 

TENTANG 

P!N.'JELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO 
NOMOR 12 TAHUN 2002 

.·.·-------- 


